
1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu wujud pembangunan nasional adalah menyangkut pembangunan di

bidang hukum. Pada era pembangunan saat ini, hukum memegang peran penting
dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh karena itu
hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah usai dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila suatu rancangan
undang-undang telah diundangkan di dalam Lembaran Negara, semua orang
dianggap telah memahami undang-undang tersebut, tetapi undang- undang itu
mulai mengikat sesuai dengan rumusan undang-undang itu sendiri. Adakalanya
undang-undang diberlakukan sejak hari diundangkan dalam Lembar Negara,
namun adakalanya juga sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk
memasyarakatkannya, dapat beberapa bulan atau satu tahun tergantung seberapa
darurat undang-undang tersebut dibutuhkan.

Seiring bertambahnya fenomena masalah hukum maka bertambah pula kajian
yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari prespektif hukum dan
undang-undang yang ada. Kajian hukum yang menggunakan dasar-dasar hukum,
teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat
penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji.
Dilihat dari segi sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana dua macam
yakni (1) yang berasal dari undang-undang; dan (2) yang berasal dari luar undang-
undang. Dasar peniadaan pidanapun dalam undang-undang, dibedakan lagi antara
(a) yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebut dasar
peniadaan umum; dan (b) yang berlakunya terbatas pada tindak pidana khusus
tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan,
disebut dengan dasar peniadaan pidana khusus.

Masalah hukum sudah sangat banyak dikaji secara komprehensif termasuk
salah satunya ialah tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang
semuanya telah diatur dalam undang-undang, mengenai tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang, baik itu tergolong sebagai satu tindak pidana maupun
lebih dari satu. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran.
Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana
penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang termasuk dalam kategori
pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.
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Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur
kehidupan masyarakat agar tercipta ketentraman, ketertiban dan tentunya hukum
memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan.
Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu –
satunya faktor dalam gejala kejahatan.Maka tidaklah heran bila upaya penanganan
kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap si
pelaku.Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana yang merupakan
pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam
sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati
semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan
tersebut.

Ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena sebuah
ketidak serasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara
factor-faktor ekspresif dengan kekuatan-kekuatan normatif. Apabila kekuatan
ekspresif melingkupi faktor-faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan
normatif meliputi factor-faktor keluarga, agama dan sosio kultural. Taraf
keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan, apakah dalam
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan
perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan
gangguan pada ketertiban dan ketentraman pada kehidupan manusia.

Perbuatan pidana masing – masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang
tidak sama. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali ditemukan adanyasuatu
perbuatan yang bersamaan dengan kejahatan lain. Ada juga satu perbuatan
pelanggaran yang disertai pelanggaran lain. Atau bahkan perbuatan kejahatan
yang bersamaan dengan pelanggaran dan sebaliknya.Ada kalanya suatu
tindakan pidana ternyata diatur dalam lebih dari satu aturan pidana1.

Anak menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup
manusia terhadap keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara Indonesia. Sehingga
anak termasuk warga Negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga
Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu,Negara harus menjamin bahwa anak
dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan masa depan
dari sebuah bangsa bergantung pada bagaimana pemenuhan hak-hak anak.

Pemenuhan hak-hak anak tersebut telah diamanatkan dalam konstitusi
Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kembali dipertegas dalam konsiderans
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

1Asmir Reskianto, “Skripsi Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Pencurian
dan Penganiayaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyrakatan Klas 1 Makassar)”, UIN
Alauddin Makassar, 2016.
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Peradilan Pidana Anak yang menyatakan anak-anak memiliki peran strategis yang
secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan dari
luar anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu, peranan orang tua untuk menjaga
dan mendidik anak dalam perkembangan menjadi kedewasaan menjadi kewajiban
utama.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama
dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara di
dunia wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-
hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya,
namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis
belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum
maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya
harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan
hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu
sendiri.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,
kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari
berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka,
perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya
pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan
tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku
sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan
perbuatan yang melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi,
menengah, maupun bawah.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif
Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring/
person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur
(minderjarigheid/ inferiority) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah
pengawasan wali (minderjarige ondervoordij)2.

2Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia,Mandar Maju, Bandung, 2005, h.3.
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Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis
menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan
apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan
usia anak.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya
suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang
mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari
penjatuhan sanksi terhadap anak tersebut ialah agar anak tersebut dapat berbaur
kembali terhadap masyarakat. Double track system merupakan sistem dua jalur
mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi
tindakan. Sekalipun dalam praktiknya, perbedaan antara sanksi pidana dan
sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya
memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar
mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide
dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu3.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak semata
mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana,
tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak
pidana, demi kesejahterahan dan kelangsungan hidup anak yang bersangkutan,
tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat. Sebabnya, dikhawatirkan
akan mengganggu perkembangan anak.

Dengan demikian, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu
memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, yang artinya
menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum.
Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi,
yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal
dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada
pertimbangan keadaan-keadaan pribadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan
hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana. Sehingga sistem peradilan pidana anak tidak berlaku untuk anak yang
berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.

Namun tidak dilakukan pada saat belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan
penuntutan dilakukan pada saat pelaku berusia diatas 18 (delapan belas) tahun

3M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004, h.17.
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namun belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini dijelaskan di dalam
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Dengan adanya asas tempus delictie dimana berarti berlakunya hukum pidana
yang dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana kedepannya akan timbul masalah
yang berkaitan dengan usia pelaku tindak pidana. Sebagai contoh apabila terjadi
seorang berusia belum 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana
pencurian dan sebelum ada putusan mengenai perkara tersebut pelaku melakukan
tindak pidana pencurian kembali pada usia diatas 18 (delapan belas) tahun.

Dengan dimungkinkanya terjadi kasus seperti yang dikemukakan diatas,
penyidik akan kesulitan untuk menentukan akan menggunakan sistem peradilan
pidana anak atau hukum acara pidana. Keadaan tersebut merupakan sebuah
kekaburan hukum mengingat pelaku melakukan tindak pidana pencurian di dua
waktu yang berbeda, yaitu pada saat usia anak dan pada saat usia dewasa.menutup
kemungkinan orang diatas 18 (delapan belas) tahun diadili dengan sistem peradilan
pidana anak, hal ini dapat terjadi apabila perbuatan pidananya

Dua tindakan tersebut diatur dalam dua peraturan yang berbeda dan masih
belum ada kejelasan peraturan yang digunakan apabila terjadi pada orang yang
sama. Karena akan diadili pada sekali waktu namun diatur dalam dua hukum
formil yang berbeda.

Dua hukum formil tersebut sangat berbeda penanganannya, dari tata cara
persidangan hingga jumlah hukuman pidananya. Hal ini akan menimbulkan
masalah apabila terjadi kasus seperti yang dijelaskan. Apabila diadili dengan
sistem peradilan pidana anak (SPPA) akan ditolak karena tindak pidana yang kedua
dilakukan pada usia diatas diatas 18 (delapan belas) tahun, namun apabila diadili
menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan
menjadi masalah karena tindak pidana pertamanya dilakukan pada saat usia
sebelum 18 (delapan belas) tahun dimana di usia tersebut pelaku belum dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik postulat
hukum mengenai permasalahan hukum (legal issue) yang ada berkaitan dengan
adanya ketidakjelasan peraturan perundang-undangan dalam hal ini penerapan
hukum formilnya. Menjawab permasalahan hukum yang ada, diajukan penelitian
yang berjudul: “Perbarengan Tindak Pidana yang Dilakukan Pelaku Saat
Berusia sebelum dan sesudah 18 Tahun”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Hukum formil apakah yang digunakan dalam perbarengan tindak pidana yang

dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan sesudah 18 Tahun?
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2. Bagaimana pelaksanaan hukum formil terhadap perbarengan tindak pidana
yang dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan sesudah 18 Tahun?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan jukum formil yang digunakan dalam

perbarengan tindak pidana yang dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan
sesudah 18 Tahun.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hukum formil terhadap
perbarengan tindak pidana yang dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan
sesudah 18 Tahun.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:
a. Manfaat Teoretis
(1)Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu

hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak, khususnya
mengenai hukum formil apa yang digunakan dalam perbarengan tindak
pidana yang dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan sesudah 18 Tahun.

(2)Memberikan sumbangan informasi dan pemahaman mengenai ilmu hukum
acara pidana dan sistem peradilan pidana anak kepada masyarakat, tentang
hukum formil apa yang digunakan dalam perbarengan tindak pidana yang
dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan sesudah 18 Tahun

b. Manfaat Praktis
Diharapkan agar aparat penegak hukum dapat menerapkan hasil

penelitian ini untuk menentukan hukum formil apa yang digunakan dalam
perbarengan tindak pidana yang dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan
sesudah 18 Tahun.

1.5 Metode Penelitian
“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam

mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan
benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui
oleh ahli hukum”4. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari:

1.5.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan

4Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h.14.
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aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif
dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang
ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan
masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum
yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (law in action atau ius
constituendum). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah salah
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”5.

1.5.2 Pendekatan Masalah
Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan

pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat.
Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach).

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Digunakan untuk mengkaji mengenai dasar hukum legal issue

yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (statute approach)

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”6.

b. Pendekatan konsep (conceptual approach)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi
penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang
dalam ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi
hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum
yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan
untuk mengkaji dan mengalisis kerangka pikir, kerangka
konseptual atau landasan teoretis legal issue yang sedang diteliti.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

5Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005, h. 35.

6Ibid.
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang
dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum
primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder
yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan
hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer
Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan”7.

c. Bahan Hukum Tersier

7Ibid., h.141
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis

penelitian yang digunakan -yakni penelitian hukum normatif (normative legal
research)- dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum
primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang
diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan-
catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-
undang, atau dokumen),

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah,
artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia,
majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala
kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang
digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu
catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai
aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat
pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan
analisis penulis tentang hukum formil apa yang digunakan dalam perbarengan
tindak pidana yang dilakukan pelaku saat berusia sebelum dan sesudah 18 Tahun.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan
berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan
hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan -sesuai dengan jenis penelitian

hukum normatif (normative legal research)- menggunakan teknik analisis yang
bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-
nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan
norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya,
permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar
prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan
aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian
ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum
dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis,
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maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan
tentang perbarengan tindak pidana yang dilakukan di usia anak dan dewasa yang
berbeda ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari
sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem peradilan pidana di Indonesia.

Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan
diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, Hukum
formil apa yang digunakan dalam perbarengan tindak pidana yang dilakukan
pelaku saat sebelum dan sesudah 18 Tahun.
1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yan terdiri dari 4
(empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan
ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini.
Adapun sistimatika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika
penulisan

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan
mengenai pengertian perbarengan tindak pidana, pengertian
tindak pidana, pengertian sistem peradilan pidana anak,
pengertian hukum acara pidana, penjelasan tentang tempus
delictie dan asas legalitas.

BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil
penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi
ini, berpusat pada penentuan hukum formil ditinjau dari
hukum materiilnya apabila terjadi tindak pidana pencurian
yang dilakukan pada usia sebelum 18 tahun kemudian
dilakukan kembali pada usia setelah 18 tahun

BAB IV: Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang
merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta
saran berdasarkan simpulan penelitian ini.
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